
 
 

BUPATI BINTAN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN BUPATI BINTAN 

 NOMOR 27 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN  

NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 

RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  

SATU PINTU KABUPATEN BINTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BINTAN, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta 

menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan 

Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, 

mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan 

akuntabel diperlukan penambahan perizinan non 

berusaha dan nonperizinan yang dilaksanakan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati 

Bintan Nomor 43 Tahun 2022 tentang – 

 

Pendelegasian... 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 

SALINAN 

https://jdih.bintankab.go.id/


   Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha 

dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Bintan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

6.Peraturan… 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bintan Tahun 2014 Nomor 3). 

 

                    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2022 

TENTANG PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON 

BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BINTAN 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Perizinan Non Berusaha dan 

Nonperizinan dalam lampiran Peraturan Bupati Bintan 

Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan 

nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan 

(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 43) 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam 

lampiran Peraturan Bupati Bintan ini.   

                 Pasal II…  
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. 

  

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

Pada tanggal 21 Juli 2023 

                   BUPATI BINTAN, 

 

Dto 

       ROBY KURNIAWAN 

 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  

pada tanggal 21 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN 

 

 Dto 

RONNY KARTIKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 27 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
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